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Abstrak 
Dalam kehidupan bermasyarakat terikat oleh berbagai aturan salah satunya 
adalah aturan tentang kesusilaan. Hukum dan hukuman yang telah 
ditetapkan Islam itu, semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia itu 
sendiri, baik perorangan, keluarga, maupun masyarakat. Dalam tulisan ini 
pembahasannya dibatasi pada tindak pidana kesusilaan yang berkisar pada 
perbuatan zina, perkosaan, tuduhan zina, homoseksual, lesbian dan onani. 
Kajian ini akan mendeskripsikan bagaiman tindak kesusilaan dalam perspektif 
hukum islam seperti perbuatan zina, perkosaan, tuduhan zina, homoseksual, 
lesbian dan onani. 
Kata Kunci: Tindak Pidana, Kesusilaan,Hukum Pidana Islam 
 
Abstract 
In community life bound by various rules, one of which is the rule of decency. 
The laws and punishments that have been established by Islam are all for the 
benefit of the people themselves, both individuals, families and communities. 
In this paper the discussion is limited to criminal acts of decency that revolve 
around adultery, rape, allegations of adultery, homosexuality, lesbianism and 
masturbation. This study will describe how acts of decency in the perspective 
of Islamic law such as adultery, rape, allegations of adultery, homosexuality, 
lesbianism and masturbation. 
Keywords: Crime, Decency, Islamic Criminal Law 
 
A. PENDAHULUAN 
Sebagai agama yang universal, Islam memiliki landasan hukum 
yang dipersiapkan untuk mengatur segala perbuatan umat manusia 
dalam hidup dan kehidupannya baik di dunia, maupun di akhirat 
kelak. Landasan hukum ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi 
Muhammad SAW.  
                                                             
1 Penulis adalah Rektor IIQ Jakarta. 
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Dalam bidang hukum, Islam telah menetapkan hukum-hukum 
tertentu bagi setiap perbuatan manusia. Misalnya bagi setiap pelaku 
tindak pidana zina, tuduhan zina, meminum minuman memabukkan 
(Miras), mencuri dan lain-lain, masing-masing telah ditetapkan 
hukumnya bahkan hukumannya oleh Al-Quran dan Al-Sunnah.  
Hukum dan hukuman yang telah ditetapkan Islam itu, 
semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, baik 
perorangan, keluarga, maupun masyarakat. Dalam tulisan ini 
pembahasannya dibatasi pada tindak pidana kesusilaan yang berkisar 
pada perbuatan zina, perkosaan, tuduhan zina, homoseksual, lesbian 
dan onani. 
Sehubungan dengan masalah dimaksud, maka yang menjadi 
permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang zina? 
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang perkosaan? 
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang tuduhan zina? 
4. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang homoseksual, lesbian 
dan onani? 
 
II. PEMBAHASAN 
A. Pandangan Hukum Islam Tentang Zina 
1. Pengertian Zina 
a. Menurut Etimologi 
Zina berasal dari bahasa arab, yaitu (Al-Mu‘jam al-Wasîth): 
 نىز_  نىزي_  ءانز و نىز: عىشر دقع يرغ نم ةأرملا تىأ 
 “Mendatangi, menggauli seorang perempuan tanpa akad menurut 
syara‘” 
b. Menurut Terminologi 
Ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi zina, antara 
lain sebagai berikut: 
1). Menurut Ibnu Rusyd dalam Bidâyah al-Mujtahid: 
ينيم كلم لا و ةهبش لا و حيحص حاكن يرغ ىلع عقو ءط و لك وه انزلا 
”Zina adalah setiap persetubuhan yang dilakukan tanpa nikah yang sah, 
tidak syubhat dan tidak budak”. 
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2). Menurut Taqiyu al-Dîn dalam Kifâyah al-Akhyâr: 
هيف ةهبش لا و اعبط ىهتشم مرمح جرف فى ركذ نم ةفشلحا ردق جلايا وه انزلا 
“Zina adalah memasukkan kepala zakar dalam faraj yang haram, yang 
diingini/disenangi menurut tabiat yang sehat dan tidak syubhat” 
Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, maka dapat 
disimpulkan, bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam farj, 
bukan karena suami isteri, tidak ada syubhat dan tidak pula milku al-
Yamin (budak), walaupun memakai kondom. 
2. Hukum Dan Sangsi Perbuatan Zina 
Agama Islam melarang untuk melakukan hal-hal yang 
mendorong kepada perbuatan zina (QS. al-Isrâ:32) 
    
    
     
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” 
Ayat tersebut dengan tegas melarang untuk mendekati 
zina. Kalau mendekatinya saja sudah dilarang, dimana sesuatu 
yang dilarang itu mendatangkan dosa, maka melakukan zina, 
tentu lebih diharamkan lagi, dan pasti mendapat dosa.  
Islam menetapkan, bahwa zina adalah suatu perbuatan 
yang keji dan tercela, karena menimbulkan ekses negative yang 
sangat berbahaya, dapat menjadi mediator penularan penyakit 
kelamin, seperti: spilis, AIDS/HIV dan banyak lagi. Di samping itu, 
juga sebagai sumber terjadinya tindak pidana, merusak 
kehormatan diri pelakunya dan keluarga, memutuskan ikatan 
perkawinan (menghancurkan lembaga sakral itu) dan lain-lain. 
Mengingat betapa nian besarnya dampak dan ekses yang 
ditimbulkan oleh perbuatan zina, maka Islam menetapkan 
hukuman yang berat kepada pelakunya. Hukuman yang 
dikenakan kepada orang yang berzina ada dua macam, yaitu: 
a. Rajam, yaitu hukuman yang dikenakan kepada orang yang 
berzina laki-laki dan perempuan yang telah menikah (muhshan 
dan muhshanah). Hukuman rajam dilakukan dengan cara 
melempar batu kerikil kepada pelaku zina, hingga ia mati. 
Pelaksanaannya di depan umum, agar menjadi peringatan dan 
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pendidikan bagi masyarakat, supaya mereka tidak melakukan 
perbuatan seperti itu. Landasan hukuman Rajam adalah hadist 
yang mengatakan: Apabila laki-laki dan perempuan yang telah 
menikah melakukan zina, maka rajamlah kedua mereka itu 
(Subul al-Salâm, Jilid 4; 8). Selain dariHadis Nabi SAW, juga 
berdasarkan ucapan Umar bin Khaththab diriwayatkan oleh Abu 
Dawud dari Abdullah bin Abbas, yaitu: Bahwa Umar bin 
Khaththab berkhatbah, lalu ia berkata: Sesungguhnya Allah telah 
mengutus Muhammad SAW dengan hak dan diturunkan Al-
Quran kepadanya, di dalamnya diturunkan ayat rajam maka kami 
telah memahaminya. Rasulullah SAW telah merajam dan kami 
telah merajam orang sesudahnya. Saya takut apabila waktu telah 
lama berlalu bagi manusia, akan ada orang yang berkata: Kami 
tidak menemukan ayat rajam di dalam Al-Quran. Mereka akan 
sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan 
Allah. Sesungguhnya rajam adalah had (hukuman) bagi orang 
yang berzina dari laki-laki dan perempuan apabila ia telah 
menikah (muhshan dan muhshanah) jika telah ada bukti yang jelas 
atau ia telah hamil, atau telah ada pengakuan (Subul al-Salâm, 
Jilid 4; 8). 
Hukuman rajam yang berlaku kepada orang yang 
berzina Muhshan dan Muhshanah adalah pendapat jumhur ulama. 
Sedangkan pendapat Khawarij hanya dikenakan hukuman Jalad, 
yaitu didera/dicambuk 100 kali, berdasarkan surah al-Nûr ayat 
21. 
   
   
    
  
  
  
    
   
     
   
    
       
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti 
langkah- langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-
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langkah syaitan, Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh 
mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya 
tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu 
sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari 
perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, 
tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah 
Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 
b. Jalad/Dera: yaitu hukum yang dikenakan kepada orang yang 
berzina dan belum menikah (ghair Muhshan dan ghair 
Muhshanah), berdasarkan dalil Al-Quran dan al-Hadis. 
1) Dalil Al-Quran surah Al-Nûr ayat 21 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah 
tiap-tiap dari keduanya seratus kali deraan” 
2) Dalil al-Hadis: yaitu hadis riwayat Muslim dari ‘Ubadah bin 
al-Shâmit (al-Jâmi‘ al-Shaghir, Jilid 1; 3): “Rasulullah SAW 
bersabda: “Ambillah ketetapan dariku, Ambillah ketetapan dariku, 
Allah telah menunjukkan jalan kepada para perempuan. Perawan 
dengan jejaka didera seratus kali dan diasingkan setahun.” 
Dalam hadis tersebut disebutkan, bahwa hukuman 
bagi bujangan di samping jalad/dera 100 kali, juga 
diasingkan setahun. 
3. Pembuktian Zina 
Zina dapat dibuktikan melalui tiga cara, yaitu: 
Pengakuan, kesaksian dan kehamilan. 
a. Pengakuan 
Fuqaha’ sepakat mengatakan, bahwa pengakuan orang 
yang berzina merupakan salah satu cara dalam menetapkan 
hukuman (had) zina berdasarkan hadis Nabi SAW. Riwayat 
al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut 
(Nail Al-Awthâr, Jilid 7; 95): 
  “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW 
ketika beliau berada di masjid, lalu ia berseru kepada Nabi, 
kemudian berkata: wahai Rasulullah, sungguh saya telah berzina, 
tetapi Nabi menolak pengakuannya itu, sehingga ia 
mengulanginya empat kali. Setelah ia melakukan kesaksian 
terhadap dirinya sendiri sebanyak empat kali, lalu Nabi SAW 
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berkata kepadanya. “Apakah engkau gila? “Laki-laki itu 
menjawab: Tidak. Kemudian Nabi bertanya lagi : “Apakah engkau 
telah menikah? “Ia menjawab: Sudah menikah. Lalu Nabi berkata: 
bawalah ia kemudian rajamlah padanya”. 
Selain berdasarkan hadits tersebut, juga 
berdasarkan pada hadits al-Bukhari Muslim dengan lafazh 
Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhany 
yang mengatakan, bahwa ketika seorang laki-laki datang 
kepada Nabi SAW. mengadukan tentang anaknya telah 
berzina dengan isteri majikannya, lalu Nabi SAW berkata 
kepada sahabat yang bernama Unais (Subul al-Salâm, Jilid 
4;95): 
“Wahai Unais pergilah engkau kepada isteri orang ini, jika ia 
mengaku, maka rajamlah ia”. 
Hadits-hadits tersebut jelas menunjukkan bahwa 
pengakuan pelaku zina dapat dijadikan sebagai bukti 
untuk menetapkan hukuman/had zina. Hanya saja ulama 
berbeda pendapat dalam menetapkan berapa kali 
pengakuan yang dapat dijadikan bukti. 
Imam Malik dan Imam Syafi‘i berpendapat bahwa 
pengakuan terhadap zina cukup sekali saja, berdasarkan 
hadits kedua diatas, dimana Nabi tidak menyebutkan 
berapa kali pengakuan, tetapi beliau hanya mengatakan 
“Bila ia mengaku, maka rajamlah padanya”. Sedangkan 
Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Imam 
Ahmad, Ishaq dan Ibnu Abi Laila, berpendapat bahwa 
pengakuan pelaku zina yang dapat dikenakan 
hukuman/had zina, adalah 4 kali, berdasarkan hadits 
pertama di atas. 
Pendapat yang rajih/kuat adalah pendapat Abu 
Hanifah dan yang sependapat dengannya, yaitu 4 kali 
pengakuan berzina, karena pada hadits yang dijadikan 
dasar olehnya sudah disebutkan sebanyak 4 kali. Sedang 
hadits yang dijadikan dasar oleh Malik dan Syafi‘I yang 
tidak menyebutkan 4 kali, tidak munafikan hadits tentang 
pengakuan 4 kali, karena hadits tersebut hanya menyuruh 
sahabat Unais untuk memeriksa pelaku zina itu, kalau ia 
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mengaku maka akan dirajam. Justru hadits kedua itu 
dirinci dan ditegaskan oleh hadits pertama, bahwa 
penetapan pengakuan zina itu adalah empat kali dan inilah 
pendapat yang lebih hati-hati (Ihtiyâth). 
b. Kesaksian 
Zina dapat dibuktikan dengan adanya empat orang 
saksi laki-laki, berdasarkan firman Allah dalam surah al-
Nisa ayat 15, yaitu: 
  
   
  
    
   
  
   
    
  
“Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, 
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang 
menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi 
persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam 
rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi 
jalan lain kepadanya.” 
c. Kehamilan 
Fuqaha’ sepakat mengatakan, bila seorang wanita 
hamil diluar nikah dibawa ke hadapan hakim, sedangkan 
dia tidak menyebutkan bahwa ia dipaksa melakukan zina, 
(diperkosa), maka kepada wanita tersebut dikenakan 
hukuman had zina. Tetapi bila terbukti bahwa dia hamil 
karena di paksa berzina atau diperkosa, maka gugur had 
zina baginya. 
Kehamilan dapat dijadikan sebagai salah satu cara, 
membuktikan zina, adalah berdasarkan pada perkataan 
Umar, riwayat al-Bukhari Muslim yaitu: “Sesungguhnya 
Allah telah mengutus Muhammad dengan hak dan telah 
menurunkan Al-Quran kepadanya, adalah ayat tentang 
Rajam. Kami telah membacanya, mengamatinya dan 
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memahaminya. Rasulullah telah merajam dan Kami telah 
merajam pula orang sesudahnya. Saya takut apabila waktu 
telah lama berlalu bagi manusia, akan ada orang yang 
berkata” Kami tidak menemukan ayat rajam di dalam Al-
Quran. Mereka akan sesat karena meninggalkan kewajiban 
yang telah diturunkan Allah. Sesungguhnya rajam adalah 
hak (hukuman) bagi orang yang berzina dari laki-laki dan 
perempuan yang telah menikah. Jika telah ada bukti yang 
jelas, atau telah hamil, atau telah ada pengakuan (Subul al-
Salâm, Jilid 4;8). 
Dari perkataan Umar bin Khaththab tadi, dapat 
disimpulkan, bahwa kehamilan merupakan salah satu 
pembuktian yang membuat orang berzina dikenakan 
hukuman had, selama tidak terbukti bahwa ia berzina 
disebabkan karena paksaan/perkosaan. Perempuan yang 
dipaksa/diperkosa untuk berzina tidak dikenakanan 
hukuman had zina, karena dimaksud dengan perkosaan 
adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap 
wanita tanpa persetujuan, ataupun tanpa kehendak yang 
disadari oleh wanita tersebut. 
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Perkosaan 
Dalam hukum Islam, perkosaan dipandang sebagai salah 
satu kejahatan seksual dan sebagai perbuatan kejahatan yang 
besar, bagi pelakunya mendapat dosa dan dapat dijatuhi hukuman 
berat, yaitu hukuman perbuatan zina dan hukuman ta‘zir. 
Hukuman perbuatan zina kalau dapat dibuktikan perbuatan 
tersebut, dikenakan hukuman cambuk seratus kali bila pelakunya 
belum pernah menikah, dan hukuman rajam (dilempar batu krikil 
sampai mati) bila pelakunya sudah menikah atau sudah pernah 
menikah. Kemudian hukumannya ditambah dengan hukuman 
ta‘zir. Tentu hukuman ini hanya dikenakan pada pelaku zina yang 
ghair muhshan (yang belum pernah menikah). Karena pelaku zina 
muhshan (yang sudah menikah atau pernah menikah), 
hukumannya adalah dirajam (dilempar batu kerikil) sampai mati, 
tentu tidak dapat lagi dikenakan hukuman lainnya kecuali kalau 
hukuman ta‘zir  didahulukan dari hukuman rajam. Hukuman 
ta‘zir adalah hukuman yang ditetapkan berdasarkan 
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kebijaksanaan hakim, yang ukuran berat dan ringannya 
tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan. 
Adapun bagi perempuan yang diperkosa (yang dipaksa 
untuk berbuat zina) tidak dianggap berdosa, karena dia tidak 
berdaya dan tidak melakukan pelanggaran dengan sengaja. 
Karena itu, bagi perempuan yang diperkosa ini menurut Jumhur 
ulama tidak dikenakan hukuman (had) zina, berdasarkan firman 
Allah QS. al-Nûr ayat/24:33 dan QS al-An‘âm/6:119. Juga 
berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW “Sesungguhnya Allah 
memaafkan umatku yang melakukan sesuatu karena keliru, lupa dan 
dipaksa.” (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). 
Selain berdasarkan dalil naqli tersebut di atas, juga Jumhur 
Ulama menggunakan dalil aqli, yaitu berdasarkan pemahaman, 
bahwa paksaan itu disamakan dengan syubhat. Kalau ada syubhat 
maka hukum tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berdasarkan  
Hadits Nabi SAW bahwa hukuman harus dihindari bila terdapat 
syubhat (kesamaran). 
Pada zaman Rasulullah SAW, ada wanita yang dipaksa 
untuk berzina, tetapi Nabi membebaskannya dari hukuman (had) 
zina. Demikian pula pada masa Umar bin Khatab, telah terjadi 
peristiwa seorang budak dipaksa melayani nafsu anak 
majikannya, maka Umar menjatuhkan hukuman (had) zina bagi 
anak majikan budak tersebut, sementara si budak itu dibebaskan 
dari hukuman. Demikian menurut Abd Qadir Audah dalam 
kitabnya hukum pidana Islam (al-Tasyri‘ al-Jinaiy al-Islamiy). 
Selanjutnya Abd Qadir Audah mengatakan : bahwa jika ada 
seorang laki-laki hendak memperkosa seorang perempuan, 
sedangkan dia untuk mempertahankan dirinya tidak ada jalan lain 
kecuali membunuhnya, maka perempuan tersebut wajib 
membunuhnya (Awdah, 1987). 
Atas dasar tersebut, jika pembunuh mengaku membunuh 
si korban demi mempertahankan dirinya atau kehormatannya, 
atau harta bendanya, bila ia dapat mengemukakan bukti yang 
membenarkan pengakuannya, maka pengakuannya itu dapat 
diterima dan gugurlah qishash (hukuman pancung) serta diat (diat 
adalah pembayaran seratus ekor unta atau seharga itu oleh si 
pelaku pembunuhan) darinya. Akan tetapi bilamana ia tidak bias 
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mengemukakan bukti yang membenarkan pengakuannya itu, 
maka pengakuannya tidak bisa diterima dan perkaranya 
diserahkan kepada wali si korban. Bila para wali si korban 
memaafkannya atau mengqishashnya (mengadukan kepengadilan 
agar dilakukan qisas kepada si pembunuh), itu terserah kepada 
mereka, sebab hal itu adalah hak mereka sepenuhnya. 
Kalau perempuan diperkosa itu tidak dapat 
mendatangkan saksi, maka dia boleh mengajukan bukti yang lain 
seperti pemeriksaan dokter yang dapat membuktikan bahwa dia 
telah diperkosa ataupun belum diperkosa, tetapi sudah mengarah 
kesitu, misalnya bekas pukulan, atau pakaiannya robek dan lain-
lain. 
Dasar hukum pembelaan diri dan kehormatan atau harta, 
adalah QS. al-Baqarah ayat 194-195. 
  
  
    
  
   
    
  
    
    
    
   
   
    
      
“Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut 
dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang 
menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya 
terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah 
beserta orang-orang yang bertakwa. Dan belanjakanlah (harta 
bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu 
sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” 
Dan QS. Asy-Syûrâ ayat 41 
   
   
     
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“Dan Sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah 
teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka.” 
 
Juga berdasarkan hadits Rasulullah SAW “Siapa yang 
terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka ia mati 
syahid, siapa yang terbunuh karena mempertahankan jiwanya 
(dirinya) maka ia mati syahid, siapa yang terbunuh karena 
mempertahankan hartanya maka ia mati syahid dan siapa yang 
terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka ia mati 
syahid. (HR. Abu Daud dan dibenarkan oleh Tirmizy dari Sa‘id 
bin Zaid). 
Berkenaan dengan wanita yang diperkosa, Imam Malik 
dan Syafi‘i mengatakan wajib bagi sipelaku/pemerkosa untuk 
memberi mas kawin kepada perempuan yang diperkosanya 
(Sabiq, 1977). Bahkan menurut Imam Syafi‘i jika wanita itu 
sampai hamil akibat perkosaan, maka anak yang lahir 
dinisbahkan kepada laki-laki pemerkosa itu (al-Jaziry, 1990). 
Jadi hukum Islam, selain menetapkan bentuk hukuman 
bagi sipelaku pemerkosa, juga mengatur hak yang harus diterima 
oleh siperempuan korban perkosaan. 
Berdasarkan ungkapan-ungkapan di atas, sehubungan 
dengan adanya kasus TKW dihukum pancung atau diqishash di 
Saudi Arabia, perlu dilakukan penelitian, apakah TKW tersebut 
membunuh majikannya karena hendak diperkosa, atau telah 
diperkosa tetapi dia diancam akan dibunuh apabila 
menceritakan kepada orang lain, sementara majikannya itu 
kapan ada kesempatan akan memperkosanya lagi. Kalau 
demikian halnya TKW tersebut, dia dalam keadaan terdesak 
(tidak ada pilihan lain), terpaksalah membunuh majikannya. 
Dalam hal seperti ini, yaitu karena membela diri dan 
kehormatannya, maka dia dibebaskan dari hukuman pancung 
(qishash) disebabkan membunuh majikannya itu, asal dia dapat 
mendatangkan saksi atau memberikan bukti yang lain, 
sebagaimana telah disebutkan di atas. Kecuali kalau dia tidak 
dapat mendatangkan saksi atau bukti yang lainnya, maka ia 
harus dipancung jika ternyata pembunuhan yang dilakukannya 
itu dengan sengaja (direncanakan), kecuali kalau ahli waris si 
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korban memaafkannya, maka dapat diganti dengan pembayaran 
diyat. Pembayaran diyatpun dapat dibebaskan darinya, bila 
dimaafkan oleh ahli waris tersebut. Lain halnya bila TKW itu 
membunuh tidak dengan sengaja (tidak direncanakan), tetapi 
karena tersalah, maka kepadanya hanya dikenakan diyat tidak 
dikenakan qishash. Masalah qishash atau diyat adalah hak 
keluarga korban, terserah mereka memaafkannya atau tidak. 
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Tuduhan Zina (Qadzaf) 
1. Pengertian Tuduhan zina (Qadzaf) 
Tuduhan zina dalam bahasa Arab disebut qadzaf yang 
berarti melempar, melempar dengan batu atau dengan 
lainnya (Yunus, 1973). 
Sedangkan yang dimaksud dengan tuduhan zina 
(qadzaf) menurut istilah adalah sebagai berikut: 
a. Menurut Abd Rahman al-Jazîry (al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib 
al-Arba‘a Jilid 5; 212) 
ايحرص انزلا لىا نصحأ نم ةبسن وه فذقلا 
“Al-qadzaf Menisbatkan orang yang terpelihara dari zina 
dengan tuduhan zina secara nyata.” 
 
b. Menurut Muhammad Abu Syuhbah (al-Hudûd fi al-
Islâm; 1974) 
بسنلا يفنل وأ انزلا حيرصب يمرلا وه فذقلا 
“Qadzaf adalah tuduhan dengan jelas kepada zina atau 
menafikan nasab” 
c. Menurut al-Shan‘âny dalam Subul al-Salâm: 
 ءطوب يمرلا وه فذقلافوذقلما ىلع دلحا بجوي 
“Qadzaf adalah menuduh perbuatan zina kepada seseorang yang 
mewajibkan hukuman dera” 
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tuduhan 
zina (qadzaf) adalah tuduhan berbuat zina kepada orang lain dengan 
tuduhan yang jelas atau menafikan nasabnya pada anak yang 
dikandung isterinya/yang dilahirkannya. 
2. Syarat-syarat Tuduhan Zina (Qadzaf) 
a. Syarat bagi pihak penuduh: 
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1) Balig dan berakal 
2) Melakukan tuduhan zina atas kehendak sendiri 
b. Syarat bagi pihak yang tertuduh 
1) Balig dan berakal 
2) Islam 
3) Merdeka 
4) Terpelihara dari Zina 
c. Syarat bagi materi tuduhan 
1) Redaksi tuduhan zina dengan kata-kata yang jelas 
2) Pernyataan dengan bentuk kinayah (sindiran) 
Tuduhan berbentuk kinayah tidak dapat dipandang sebagai 
tuduhan zina, kecuali kalau tuduhan itu dinyatkan bahwa 
maksudnya memang menuduh zina. 
3. Hukum Tuduhan Zina (Qadzaf) dan sangsinya: 
Dasar hukum tuduhan zina (qadzaf) adalah Al-Quran dan al-
Sunnah 
a. Al-Quran Surah al-Nûr ayat 4 
  
   
  
  
   
   
    
     
 “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik 
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka 
deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan 
janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan 
mereka Itulah orang-orang yang fasik.” 
b. Hadits Nabi SAW Riwayat al-Bukhari Muslim dari Abi 
Hurairah (Fathu al-Bâry, Jilid 15; 198): “Nabi SAW bersabda: 
Jauhilah tujuh macam yang dapat mencelakakan”, mereka 
(sahabat) bertanya, apa yang dimaksud dengan tujuh macam yang 
mencelakakan itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab: 
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“Mensekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
kecuali  dengan yang hak, memakan riba, memakan harta anak 
yatim, lari dari pertempuran dan menuduh berzina wanita-wanita 
yang baik-baik yang beriman dan terpelihara dari zina”. 
Berdasarkan Ayat dan Hadits di atas, ulama sepakat 
mengatakan, bahwa orang yang menuduh berzina tanpa 
mendatangkan saksi empat orang, wajib didera delapan puluh kali, 
bila si penuduh dan yang dituduh serta materi tuduhan zina 
memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan pada uraian 
sebelumnya. 
Disamping terpenuhinya syarat-syarat agar dapat 
dilaksanakan hukuman dera delapan puluh kali, juga perlu adanya 
pembuktian melakukan tuduhan zina, yaitu: 
1) Iqrar (pengakuan) penuduh zina 
2) Kesaksian orang lain 
Kesaksian dalam tindak pidana tuduhan zina adalah dua orang 
saksi. Jika ada dua orang yang menyaksikan bahwa seseorang 
menuduh zina kepada orang lain, maka kesaksiannya dapat diterima. 
Saksi-saksi tersebut adil, merdeka dan laki-laki (Bidâyah al-Mujtahid, 
Jilid 2; 332). 
Uraian di atas berkaitan dengan tuduhan zina dari seseorang 
kepada orang lain. Sedangkan tuduhan zina terhadap isteri dari 
suami bila ia tidak mendatangkan empat orang saksi, maka ia bersaksi 
kepada Allah empat kali bahwa ia benar dalam tuduhannya. Dan 
kesaksiannya yang kelima bahwa ia akan mendapat hukuman Allah 
bila ia berbohong dalam tuduhannya. 
Bagi isteri bila ia menolak kesaksian suaminya tentang tuduhan 
zina kepadanya, maka ia melakukan pula kesaksian. Empat kali 
bersaksi kepada Allah bahwa suaminya itu berbohong dalam 
tuduhannya dan kesaksiannya yang kelima, ia mengatakan bahwa ia 
mendapat kemurkaan dari Allah bila suaminya itu benar dalam 
tuduhannya. 
Dasar kesaksian suami dan penolakan tuduhan zina dari 
isterinya adalah firman Allah Surah al-Nûr ayat 6-9. Tuduhan zina 
yang terjadi antara suami isteri dan jalan keluar dari tuduhan zina 
disebut Li‘an. 
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D. Pandangan Hukum Islam Tentang Homoseksual, Lesbian dan 
Onani 
1. Hukum Homoseksual (liwath) 
Dalam Hukum Pidana Islam, homoseksual (liwâth) 
termasuk perbuatan haram yang harus dikenakan hukuman 
kepada pelakunya, karena bertentangan dengan norma agama dan 
norma susila serta bertentangan dengan sunnatullah dan fitrah 
manusia. Sebab Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki 
dan perempuan, agar mereka berpasang-pasangan sebagai suami 
isteri untuk menciptakan keturunan yang sah untuk memperoleh 
ketenangan serta kasih sayang. 
Surah al-Nahl Ayat 72 
    
  
   
  
  
   
 
  
       
 “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri 
dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan 
cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka 
Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari 
nikmat Allah?" 
Dan Surah al-Rûm Ayat 21 
   
   
  
  
   
    
   
     
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.” 
Meskipun para ahli Hukum Islam sepakat 
mengharamkan homoseksual, akan tetapi mereka berbeda 
pendapat dalam menetapkan hukumannya sebagai berikut: 
a. Para sahabat Nabi, Imam Syafi‘I dalam salah satu 
pendapatnya, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, 
bahwa pasangan homoseks dihukum mati, berdasarkan 
Hadits Nabi SAW (Subul al-Salâm, Jilid 4; 13): 
هاور( هب لوعفلما و لعاقلا اولتقاف طول موق لمعي هوتمدج و نم لأا و دحمأةعبر- نع
)سابع نبا 
“Barangsiapa menjumpai orang yang berbuat homoseks seperti 
praktek kaum Luth, maka bunuhlah si pelaku dari yang 
diperlakukan (pasangannya). (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-
Tirmizy, al-Nasa‘I dan Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas)” 
Menurut Al-Munziri, Khalifah Abu Bakar dan Ali 
pernah menghukum mati terhadap pasangan homoseks 
(Zuhdi, 1988). 
b. Al-Awza’i, Abu Yusuf dan lain-lain berpendapat, bahwa 
hukuman pelaku homoseks disamakan dengan hukum 
pelaku zina, yakni hukuman dera dan pengasingan setahun 
untuk yang belum kawin (ghair muhshan) dan dirajam untuk 
pelaku yang sudah kawin (muhshan), “berdasarkan Hadits 
Nabi SAW (Sayyid Sabiq, Jilid 2; 367): 
نايناز امهف لجرلا لجرلا ىتأ اذا 
“Apabila seorang laki-laki melakukan hubungan seks dengan laki-
laki lain, maka kedua-duanya adalah berbuat zina.” 
Pendapat ini juga berdasarkan qiyas, yakni 
menganalogikan Kepada zina.  
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c. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‘i dalam salah satu qaul-
nya mengatakan, bahwa pelaku homoseks dihukum ta‘zir, 
yaitu hukuman yang bertujuan edukatif, dimana berat dan 
ringannya hukuman itu diserahkan kepada kebijaksanaan 
hakim. 
Setelah mengkaji pendapat-pendapat di atas, 
pendapat pertama adalah pendapat yang kuat/rajih, karena 
berdasarkan Nash (Hadits Shahih) yang jelas maknanya, 
sedangkan pendapat yang kedua dianggap lemah, karena 
hanya memakai dalil qiyas dan hadis yang dijadikannya 
sebagai hujjah adalah dha‘if (lemah), karena bertentangan 
dengan nash yang telah menetapkan hukuman mati 
(hukuman had) dan bukan hukuman ta‘zir. 
 
2. Hukum Lesbian (Sihâq) 
Para Ahli Hukum (fuqaha) sepakat mengharamkan 
lesbian (sihâq) berdasarkan hadits Nabi SAW (Shahih Muslim, 
Jilid 1; 277): 
لىا لجرلا ىضفي لاو ةأرلما ةروع لىا ةأرلما لاو لجرلا ةروع لىا لجرلا رظني لا ا بوثلا فى لجرلا لاو دحاول
 فى ةأرلما لىا ةأرلما ىضفت)ملسم هاور( دحاولا بوثلا 
“Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah 
bersentuhanlaki-laki dengan laki-laki lain di bawah sehelai 
selimut/kain, dan jangan pula perempuan bersentuhan dengan 
perempuan laindi bawah sehelai selimut/kain.” (HR. Muslim) 
Menurut Sayid Sabiq, pelaku lesbian dikenakan 
hukuman ta‘zir (Fiqh al-Sunnah, Jilid 2; 369). Jadi perbuatan 
lesbian tetap diharamkan dan dikenakan hukuman karena 
bertentangan dengan norma agama, moral dan fitrah manusia, 
meskipun bahaya/resiko yang ditimbulkannya lebih ringan 
daripada homoseksual. 
3. Hukum Onani (Istimnâ‘) 
Islam memandang onani (istimna‘) sebagai perbuatan yang 
tidak etis dan tidak pantas dilakukan. Namun para ulama fikih 
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berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya, sebagai 
berikut: 
a. Ulama Malikiyah, Syafi‘iyah dan Zaidiyah berpendapat, 
bahwa onani hukumnya haram secara mutlak “berdasarkan 
Al-Quran Surah al-Mu’minun ayat 5-7, yang berbunyi: 
  
  
      
   
  
      
  
   
    
“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali   
terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, 
Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maka 
barangsiapa mencari yang di balik itu (berbuat zina, 
homoseksual, lesbian, onani dan sebagainya), Maka mereka 
itulah orang-orang yang melampaui batas.” 
Ayat tersebut dengan gamblang memerintahkan agar 
setiap umat yang beriman wajib menjaga kehormatan alat 
kelaminnya, kecuali terhadap istrinya/suaminya. 
b. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa onani 
diharamkan, kecuali dalam keadaan darurat yakni khawatir 
berbuat zina, maka boleh melakukannya, bahkan berbuat onani 
demi menyelamatkan diri dari perbuatan zina yang dosa dan 
bahaya melakukannya jauh lebih besar, ini menurut Hanafiyah. 
Sedangkan menurut Hanabilah selain khawatir berbuat zina, 
juga atau khawatir terganggu kesehatannya, sedangkan ia tidak 
mempunyai isteri atau budak perempuan dan ia tidak mampu 
kawin, maka ia tidak berdosa melakukan onani (Bidâyah al-
Mujtahid, Jilid 2; 367-368). 
Penulis berpendapat, bahwa diperbolehkan onani 
dalam keadaan darurat, tetapi tidak boleh dilakukan terus 
menerus, karena hal ini dapat mengganggu kesehatan jasmani 
dan rohani serta melemahkan potensi kelamin. 
al-Mizan, Vol. 4, No.1, Hlm. 1-136, Juni 2012, ISSN : 2085-6792 
 
 
|59  
TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM 
PIDANA ISLAM  
Syarif Hidayatullah 
 
III. PENUTUP 
Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang Tindak Pidana 
Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam yang dapat penulis 
kemukakan, semoga bermanfaat.  
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